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| wventif, yaitu  be

s Fendidikan mengadakan pembinaan, luhan baik di Sekolah
Umum dan Sekolah Menengah Perlama. Untuk penanganan preventif khusus
narkoba telah diberikan informasi dengan pemutaran film akibat dari pemakaian
narkoba, menempatkan para personil di titik-titik rawan tawuran pelajar atau titik-
titik simpul rawan perkelahian, Penempatan aparat kepolisian di semua kegiatan
pada titik-titik simpul di saat hari dan Jam-jam yang sudah diketahui, dengan
tujuan  mencegah terjadinya tawuran. Upaya represifnya  adalah  dengan
mengamankan para pelajar yang terlibat tawuran di markas Polres untuk dibina
agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan phak sekolah juga didatangkan
untuk mendampingi beserta orang ua masing-masing, dan pihak sekolah wajib
untuk mengambil pelajar yang terlibat tawuran. Di markas Polres para pelajar
diharuskan membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak akan mengulangi
perbuatannya lagi dengan ditandatangani bersama antara pelajar, orang tua, Rt,
RW dan Kepala Sckolah. Apabila Jalur hukum ditempuh, sanksi hukum yang
diterapkan mendasarkan pada UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengdilan Anak.
Dan apabila terbukti melakukan kenakalan remaja serta memiliki kekuatan hukum
tetap, maka akan ditempatkan di Lembaga Permsyarkatan Anak dan harus terpisah
dengn orang dewasa (Pasal 60 ayat (1)).

Hambatan Dalam Upaya Menganusipasi Terjadinya Tawuran antar pelajar
yaitu prasarana dan sarana sangal minim, Jumlah anggaran yang tidak memadahi,
masth adanya masyarakat enggan melaporkan atau melaporkan setelah terjadinya
tawuran, kurang seimbang antara jumlah polisi dan pelaku tawuran pelajar,
kurang tanggapnya anggota dan selalu menunggu perintah dan kurang merespon
dalam menanggapi pengaduan/laporan dari masyarakat, masih adanya anggota
yang mempunyal mental kepribadian yang kurang baik sehingga dapat
menurunkan citra dan wibawa polri

Beberapa reckomendasi yaitu lebih ditingkatkan kewaspadaan dan kesiapan
anggota polr , sering melakukan penyuluban | prasarana dan sarana serta sumber
daya manusia lebih diperhatikan dan disesumikan dengan kondisi dilapangan,
kemampuan personil polri ditingkatkan melalui program pelatihan dan pendidikan
guna meningkatkan wawasan untuk dapat bertindak secara preventif terlebih
dahulu.

Keata kunci @ Dir Sabhara, tavwuran, sekolah




